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Abstract. This study aims to analyze the process of state revenue from passport and visa services at the Makassar
Class I Special TPI Immigration Office and its compliance with applicable regulations, identify obstacles faced
by officers in recording and reporting state revenue, and evaluate the effectiveness of the use of technology in
supporting reporting that ensures accountability and transparency. This study uses a qualitative descriptive
method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation
which were then analyzed thematically to obtain a comprehensive picture of the process, obstacles, and use of
technology in reporting state revenue. The results of the study indicate that the process of state revenue from
passport and visa services has been carried out according to regulations, but there are administrative and
technical obstacles in recording and reporting. The use of information technology is quite effective in increasing
accountability and transparency in reporting, although further development is still needed.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerimaan negara dari layanan pembuatan paspor
dan visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar serta kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku,
mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas dalam pencatatan dan pelaporan penerimaan negara, dan
mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam menunjang pelaporan yang menjamin akuntabilitas dan
transparansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara tematik untuk
memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses, kendala, dan penggunaan teknologi dalam pelaporan
penerimaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerimaan negara dari layanan pembuatan
paspor dan visa telah dijalankan sesuai regulasi, namun terdapat kendala administratif dan teknis dalam pencatatan
dan pelaporan. Penggunaan teknologi informasi cukup efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pelaporan, meskipun masih perlu pengembangan lebih lanjut.

Kata kunci: Penerimaan Negara, Pembuatan Paspor Dan Visa, Pelaporan, Teknologi Informasi.

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi yang semakin maju, migrasi antarnegara dan mobilitas penduduk
meningkat dengan cepat. Hal ini mencakup perjalanan lintas batas untuk tujuan wisata,
pekerjaan, dan pendidikan. Untuk mendukung dan mengawasi aliran migrasi yang masif ini,
negara-negara di seluruh dunia memperketat kebijakan imigrasi dan memperbarui prosedur
pembuatan paspor dan visa. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk mengatur keluar-
masuknya warga negara asing, melindungi keamanan nasional, serta mengamankan
penerimaan negara yang berasal dari proses administrasi keimigrasian (Wibowo et al., 2023).
Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaturan imigrasi kini tidak hanya sebagai bentuk

pelayanan, namun juga menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang penting.
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Proses pembuatan paspor dan visa sudah berlangsung selama beberapa dekade, dan
perkembangannya beradaptasi dengan dinamika global, seperti munculnya konflik
internasional, perubahan kebijakan luar negeri, serta kemajuan teknologi informasi. Pada
awalnya, proses keimigrasian didominasi oleh sistem manual yang cenderung lambat dan
rawan kesalahan (Naufanita et al., 2018). Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi mulai
diadopsi, memungkinkan proses yang lebih cepat, aman, dan akurat. Di Indonesia,
perkembangan ini terlihat dalam penerapan teknologi dalam sistem pelayanan terpadu, di mana
sistem pembuatan paspor dan visa menjadi lebih terintegrasi dengan basis data digital yang
membantu akuntabilitas serta efisiensi penerimaan negara dari sektor keimigrasian.

Meskipun sudah ada kemajuan dalam digitalisasi layanan imigrasi, masih banyak
tantangan yang dihadapi dalam memastikan proses berjalan efektif. Tantangan utama muncul
dalam hal pengawasan dan pelaporan penerimaan negara, di mana masih sering ditemukan
kasus ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dalam laporan keuangan (Mediana et al., 2024).
Dalam skala global, perbedaan kebijakan antarnegara sering mempersulit proses koordinasi,
khususnya bagi negara-negara dengan jumlah migran yang tinggi. Selain itu, ada tantangan
dalam mengatasi isu keamanan data dan melindungi informasi pribadi pemohon visa dan
paspor agar tidak disalahgunakan dalam konteks siber (Santoso et al., 2023).

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur penerimaan negara dari layanan keimigrasian,
seperti pembuatan paspor dan visa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian. Undang-undang ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan imigrasi,
termasuk hak dan kewajiban individu terkait keimigrasian serta ketentuan penerimaan negara
yang dihasilkan dari kegiatan tersebut (Sumolang, 2020). Undang-undang ini bertujuan untuk
memastikan bahwa proses penerbitan paspor dan visa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku dan setiap penerimaan yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan sah negara. Hal
ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta
mencegah praktik penyalahgunaan.

Terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian memberikan pedoman lebih rinci mengenai
prosedur dan mekanisme dalam pengelolaan keimigrasian, termasuk penerbitan paspor dan
visa (Angerongkonda, 2019). Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Publik di Bidang Keimigrasian mengatur standar pelayanan publik agar proses
pembuatan paspor dan visa memenuhi prinsip transparansi dan efisiensi (Tendean & Sondakh,
2023). Terakhir, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pemberian Visa mengatur jenis-jenis visa, prosedur permohonan, dan biaya terkait, sehingga
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proses layanan visa dapat berjalan secara tertib dan jelas bagi masyarakat (Syaffirah, 2020).
Peraturan-peraturan ini bertujuan memastikan bahwa setiap langkah dalam layanan imigrasi
sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Secara normatif, setiap layanan publik yang menghasilkan penerimaan negara
seharusnya dikelola dengan standar kepastian hukum yang jelas. Hal ini berarti bahwa segala
proses administrasi terkait penerimaan harus terdokumentasi dengan baik, dan laporan
keuangan harus disampaikan secara transparan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan
kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana negara serta menghindari
kemungkinan kebocoran anggaran. Idealnya, sistem digital yang digunakan dalam pelayanan
paspor dan visa tidak hanya mempermudah proses administratif (Syamsiah & Mukri, 2024),
tetapi juga meningkatkan akurasi pelaporan penerimaan negara. Dengan demikian, semua
transaksi penerimaan dari layanan ini dapat dipantau secara real-time dan tercatat dalam sistem
yang aman. Implementasi teknologi dalam sistem keimigrasian diharapkan bisa menjadi acuan
bagi layanan publik lain dalam mengelola data penerimaan secara efisien dan aman.

Akuntabilitas merupakan salah satu standar normatif yang harus dipenuhi dalam setiap
layanan public (Santoso et al., 2023). Di bidang keimigrasian, standar ini mencakup
penyampaian laporan penerimaan negara secara berkala dan transparan, sehingga pemangku
kepentingan dapat memverifikasi aliran dana. Harapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa
setiap rupiah yang diterima negara dari layanan paspor dan visa benar-benar masuk ke kas
negara sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu kesenjangan yang signifikan adalah dalam hal kepatuhan terhadap regulasi.
Meskipun ada undang-undang yang mengatur tata cara pencatatan penerimaan, praktik di
lapangan sering kali tidak sepenuhnya mengikuti aturan tersebut. Hal ini menciptakan celah
dalam pelaporan yang mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Kesenjangan
lainnya tampak dari segi penggunaan teknologi. Meskipun teknologi telah diterapkan dalam
sistem imigrasi, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Misalnya, tidak semua transaksi
dapat dipantau secara real-time, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk melakukan
pengawasan yang efektif terhadap penerimaan negara. Untuk mengatasi kesenjangan ini, perlu
adanya pengawasan ketat dari pihak berwenang serta pelatihan berkala bagi petugas imigrasi
terkait dengan pencatatan dan pelaporan penerimaan. Selain itu, perlu dioptimalkan sistem
digital yang mampu melakukan pencatatan secara real-time untuk mengurangi kemungkinan
kesalahan dan memudahkan pengawasan.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini yaitu oleh Christanto &

Wijayanti (2023) yang menunjukkan bahwa pengakuan berbasis akrual dalam PNBP jenis
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layanan tidak hanya memperhatikan waktu penerimaan pendapatan tetapi juga penyelesaian
layanan yang diberikan. Penelitian F. A. Nugroho et al. (2022) yang menunjukkan bahwa
tindakan penangkalan terhadap warga asing yang melanggar aturan keimigrasian, seperti
overstay atau melakukan tindakan ilegal, dapat meningkatkan PNBP melalui denda dan biaya
administrasi. Penelitian Digi Kiatama (2023) yang menunjukkan bahwa program ini berhasil
meningkatkan aksesibilitas pelayanan imigrasi, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti
kesulitan login, kode OTP yang tidak diterima, dan kuota yang cepat penuh.

Tiga penelitian sebelumnya memiliki kekurangan yang menjadi celah bagi penelitian ini.
Christanto & Wijayanti (2023) hanya menyoroti aspek akuntansi dan waktu penerimaan PNBP
tanpa membahas proses pelaporan secara rinci di level operasional, terutama pada kantor
imigrasi dengan volume tinggi. Nugroho et al. (2022) fokus pada peningkatan PNBP dari
penangkalan WNA, namun tidak menyentuh proses pelaporan penerimaan dari layanan rutin
seperti paspor dan visa. Sementara itu, Digi Kiatama (2023) menyoroti inovasi layanan di luar
jam kerja, tetapi tidak membahas pengelolaan dan pelaporan penerimaan negara sesuai standar
nasional. Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalami
pelaporan penerimaan negara pada layanan reguler di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

Makassar.

. KAJIAN TEORITIS

Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas lahir dari kebutuhan untuk menjamin bahwa setiap tindakan,
keputusan, dan penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan secara
transparan  kepada atasan, masyarakat, dan Tuhan. Akuntabilitas mencakup
pertanggungjawaban internal (moral dan spiritual) serta eksternal (kepada lingkungan formal
dan masyarakat). Dalam konteks pelayanan publik seperti imigrasi, akuntabilitas menjadi dasar
penting dalam memastikan bahwa setiap penerimaan negara dari layanan seperti paspor dan
visa dikelola secara jujur, efisien, dan sesuai regulasi. Prinsip-prinsip dasar akuntabilitas antara
lain mencakup komitmen, keterbukaan, kejujuran, serta orientasi pada hasil dan manfaat yang

diperoleh (Rinaldi & Devi, 2022).

Teori Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Teori Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjelaskan bahwa sistem informasi
merupakan kumpulan komponen yang terorganisir untuk mengumpulkan, menyimpan,

memproses, dan menyajikan informasi guna mendukung proses operasional dan pengambilan
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keputusan dalam suatu organisasi. SIM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
dan akurasi informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan, pengendalian, serta pengambilan
keputusan. Sistem ini menggunakan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya
manusia (brainware), basis data, dan jaringan komunikasi untuk menyajikan informasi yang

relevan, tepat waktu, lengkap, dan akurat (Suryantoko et al., 2020).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan pemerintah
pusat yang tidak berasal dari perpajakan dan termasuk sebagai bagian dari penerimaan negara
menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. PNBP memiliki dua fungsi utama, yaitu
fungsi budgeter sebagai sumber pembiayaan negara dari pelayanan atau penjualan aset negara,
serta fungsi regulasi yang mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Jenis-jenis
PNBP mencakup penerimaan dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya
alam, hasil pengelolaan kekayaan negara, pelayanan publik, putusan pengadilan dan denda

administrasi, hibah, serta lainnya yang diatur dengan undang-undang (Iskandar, 2020).

Paspor

Paspor merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia kepada warganya sebagai identitas kewarganegaraan dan alat perjalanan
antarnegara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Paspor dibedakan menjadi tiga jenis: paspor diplomatik,
paspor dinas, dan paspor biasa. Pengelolaan dan pelayanan penerbitan paspor di Kantor
Imigrasi, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI, dilakukan oleh Bidang Dokumen
Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian. Proses penerbitan paspor dilakukan melalui
mekanisme pemeriksaan dokumen, wawancara, pengambilan biometrik, verifikasi data,

pencetakan hingga penyerahan paspor kepada pemohon (Buana et al., 2024).

Visa

Visa adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah negara tujuan kepada warga asing
untuk masuk, tinggal sementara, atau meninggalkan wilayahnya dalam jangka waktu tertentu.
Visa berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah terhadap lalu lintas orang antarnegara dan
sebagai langkah proteksi terhadap keamanan nasional. Selain itu, visa juga mendukung
pengawasan terhadap aktivitas orang asing dan memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum

setempat. Secara umum, visa memiliki tujuan utama untuk mengatur mobilitas internasional,
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mencegah penyalahgunaan izin tinggal, dan menjaga ketertiban hukum di negara penerima

(Nursanti et al., 2021).

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
menggambarkan secara mendalam proses penerimaan negara dari layanan paspor dan visa di
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar. Fokus utama penelitian mencakup tiga hal:
proses penerimaan negara dari layanan keimigrasian, kendala yang dihadapi petugas dalam
pencatatan dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan teknologi dalam menunjang
transparansi dan akuntabilitas. Lokasi penelitian berada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI
Makassar dan dilaksanakan selama tiga bulan, dari April hingga Juni 2025 (Waruwu, 2023).

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara dengan petugas imigrasi, observasi langsung proses layanan,
serta pengamatan terhadap penggunaan sistem teknologi. Sedangkan data sekunder bersumber
dari dokumen resmi seperti laporan keuangan, arsip penerimaan negara, dan regulasi terkait
PNBP. Informan utama penelitian ini mencakup petugas imigrasi, staf administrasi, teknisi IT,
dan pihak terkait dari Kemenkumham yang terlibat langsung dalam sistem pelaporan keuangan
(Assyakurrohim et al., 2023)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara mengorganisir data, mereduksi
informasi yang tidak relevan, menyajikannya secara naaratif atau dalam bentuk visual,
kemudian menarik kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah,
terutama dalam menilai apakah sistem pelaporan penerimaan negara telah berjalan sesuai
aturan dan didukung oleh teknologi yang memadai guna memastikan transparansi dan

akuntabilitas layanan public (Waruwu, 2023).

. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data
e Proses Penerimaan Negara dari Layanan Pembuatan Paspor dan Visa
Proses penerimaan negara dari layanan paspor dan visa di Kantor Imigrasi Kelas |
Khusus TPI Makassar dimulai melalui aplikasi daring bernama M-Paspor. Pemohon
melakukan pendaftaran secara online, mengisi data dan mengunggah dokumen, lalu datang
ke kantor membawa berkas fisik. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara,

dan jika berkas dinyatakan lengkap, pembayaran dilakukan melalui sistem SIMPONI.
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Seorang Petugas Imigrasi menyampaikan, "Alurnya mulai mi dari M-Paspor, daftar online
dulu. Habis itu datang bawa berkas. Kita cek, wawancarai, baru bayarki lewat SIMPONI.
Kalau lengkap semua, tinggal tunggu ji jadinya.” (Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi
TPI Makassar, 5 Mei 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa proses telah menggabungkan sistem digital dengan
tahapan manual sesuai standar pelayanan imigrasi. Dokumen yang dibutuhkan untuk
pengajuan paspor dan visa bervariasi tergantung jenis layanan. Umumnya mencakup
dokumen identitas seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, atau surat nikah. Untuk izin
tinggal, pemohon juga harus melampirkan surat sponsor atau rekomendasi dari lembaga
terkait. Petugas menyampaikan, "Biasanya KTP, KK, akte lahir, ijazah atau surat nikah.
Kalau izin tinggal, ada tambahan surat sponsor atau rekomendasi. Itu semua wajib
dilampirkan waktu datang mi ke kantor, karena jadi dasar untuk proses lanjut."
(Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 5 Mei 2025).

Penegasan dokumen ini penting untuk mencegah penyalahgunaan layanan dan
menjamin integritas data. Prosedur verifikasi dan wawancara merupakan tahap krusial
untuk memastikan keabsahan permohonan. Proses ini diawali dengan pengecekan fisik
dokumen, kemudian dilanjutkan wawancara yang berisi pertanyaan seputar tujuan
bepergian atau tinggal. Petugas menyatakan, "Kita periksa dulu dokumennya satu-satu.
Kalau cocok semua, lanjut wawancara. Di situ ditanya alasan, tujuan keluar negeri atau
tinggal. Kadang juga dicek motivasi, supaya tidak ada penyalahgunaan paspor."
(Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 5 Mei 2025).

Hal ini menunjukkan pentingnya aspek manusiawi dalam layanan yang walaupun
digital, tetap mengandalkan ketelitian manual. Dalam hal prosedur digitalisasi layanan,
pembuatan dan pengunduhan e-paspor menjadi bagian dari transformasi layanan. Setelah
permohonan disetujui dan pembayaran dikonfirmasi, pemohon dapat mengunduh e-paspor
dalam format PDF melalui aplikasi. Staf Administrasi menjelaskan, "Kalau sudah approve,
pemohon tinggal login M-Paspor, di situ ada tombol download PDF. Gampang ji, asal
jaringannya bagus. Kadang kendalanya itu jaringan, tapi kalau lancar bisa langsung
diakses." (Wawancara dengan AD, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 5 Mei 2025).

Ini menandakan bahwa efektivitas sistem digital masih bergantung pada faktor teknis
seperti kestabilan koneksi internet. Proses pencatatan penerimaan negara dilakukan secara
otomatis melalui sistem SIMKIM yang terintegrasi dengan SIMPONI dan Kementerian
Keuangan. Begitu pembayaran dilakukan, data transaksi langsung terekam dalam sistem

nasional. Petugas menyampaikan, "Begitu bayar, langsung masuk ke sistem PNBP. Kita
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pake SIMKIM dan konek ke Kemenkeu lewat SIMPONI. Langsung tercatatka. Jadi tidak
ada jeda antara pembayaran dan pencatatan.” (Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi
TPI Makassar, 5 Mei 2025).

Ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang tinggi dalam sistem
pelayanan publik. Rekap data penerimaan kemudian dikelola dalam laporan berkala oleh
bagian administrasi. Semua data dari sistem dikumpulkan secara otomatis dan dilaporkan
secara periodik. Staf administrasi menyatakan, "Kami rekap dari data transaksi yang
masuk di sistem. Semua masuk otomatis ke database dan bisa dicetak laporan bulanan.
Jadi pimpinan tinggal lihat saja untuk evaluasi tiap akhir bulan.” (Wawancara dengan AD,
Kantor Imigrasi TPI Makassar, 5 Mei 2025).

Ini menegaskan efisiensi proses akuntansi yang memudahkan pengambilan
keputusan dan pengawasan internal. Dalam hal terjadi kesalahan input atau ketidaksesuaian
data, terdapat prosedur korektif yang melibatkan pembuatan berita acara dan pelaporan
resmi. Petugas menyampaikan, "Kalau salah data atau bayar, kita buatkan berita acara
dan kirim ke bagian keuangan atau ke pusat untuk revisi. Tidak bisa asal ubah di sistem,
harus resmi ji laporannya.” (Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 5 Mei
2025). Dukungan teknis dari tim IT juga memastikan bahwa setiap koreksi terekam dengan
log aktivitas. "Kami log setiap aktivitas. Kalau ada kesalahan, kami bisa rollback atau
perbaiki lewat panel admin, tapi harus ada laporan resmi dulu. Semua ada jejaknya."
(Wawancara dengan T1, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 5 Mei 2025).

Transformasi layanan menuju digital turut meningkatkan keamanan data dan
mencegah manipulasi informasi. Menurut pihak pimpinan, penggunaan sistem digital telah
menutup celah penyalahgunaan. "Semua by system. Kalau sudah sesuai, tinggal download.
Jadi tidak ada lagi alasan petugas main-main data. Transparan mi semua sekarang karena
ada dashboard pusat.” (Wawancara dengan PJ, Kantor Imigrasi TPl Makassar, 5 Mei
2025).

Hal ini memperlihatkan bagaimana teknologi menjadi alat penting dalam
meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan imigrasi. Bagi pemohon yang tidak
memenuhi syarat, pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, bukan hanya penolakan
sepihak. Petugas menyampaikan, "Langsung ditolak kalau tidak lengkap berkasnya. Tapi
biasanya kita kasih arahan dulu, suruh lengkapkan baru kembali. Jangan sampai
masyarakat datang jauh-jauh tapi tidak dilayani baik." (Wawancara dengan IM, Kantor
Imigrasi TPI Makassar, 5 Mei 2025). Hal serupa ditegaskan oleh pimpinan, "Petugas harus

kasih penjelasan, jangan hanya tolak. Harus ada edukasi supaya masyarakat tidak bolak-
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balik datang. Itu bagian dari pelayanan publik juga.” (Wawancara dengan PJ, Kantor
Imigrasi TPI Makassar, 5 Mei 2025).

Proses penerimaan negara dari layanan paspor dan visa telah berjalan sesuai regulasi
dan didukung sistem digital yang kuat. Dari proses registrasi hingga pencatatan transaksi,
seluruh aktivitas terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pimpinan
menyatakan, "Sudah diatur dalam Permenkumham. Kita wajibkan semua dokumen sesuai
SOP. Tidak bisa mi asal. Harus sesuai regulasi karena itu menyangkut kewenangan
negara.” (Wawancara dengan PJ, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 5 Mei 2025). Dengan
sistem yang terintegrasi dan pengawasan berbasis data, Kantor Imigrasi Makassar berhasil
mengelola penerimaan negara dengan akuntabilitas tinggi.

Kendala dalam Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Negara

Dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan penerimaan negara di Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus TPI Makassar, kendala utama yang pertama kali dihadapi oleh petugas
adalah ketidakstabilan sistem, khususnya pada jam-jam sibuk. Petugas Imigrasi
menjelaskan bahwa sering terjadi kesulitan login atau error pada aplikasi SIMKIM, yang
menyebabkan keterlambatan dalam proses input data. "Kalau dari saya ji, kadang sistem
error mi, nda bisa login di SIMKIM, apalagi kalau banyak pengguna. Jadi tertunda mi
input datanya. Kadang sampe sore baru bisa masuk karena terlalu padat pengguna yang
akses sistem pusat.” (Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei 2025).

Masalah ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas server pusat agar proses
pelaporan tidak terganggu. Selain itu, ketidaksinkronan data antara sistem SIMPONI dan
laporan harian juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menyebabkan petugas harus
melakukan pengecekan ulang secara manual dan sering kali melibatkan tim IT untuk
perbaikan teknis. Petugas menyampaikan, "Biasanya kami rekap dari SIMPONI, lalu
dicocokkan dengan daftar layanan harian. Tapi kadang data nda sinkron, harus panggil
IT. Ini bikin proses rekap bisa molor sampai lewat waktu target laporan.” (Wawancara
dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei 2025).

Hambatan ini memperlihatkan bahwa meskipun sistem digital telah digunakan,
proses koreksi dan verifikasi data masih memerlukan waktu dan tenaga ekstra. Hambatan
koordinasi antarbagian internal juga cukup sering terjadi, terutama antara bagian layanan,
administrasi, dan keuangan. Kondisi ini diperparah dengan beban kerja yang tinggi
sehingga komunikasi menjadi terhambat. Petugas Imigrasi menyampaikan, "Ada mi

kadang susah komunikasi sama bagian admin atau keuangan, karena semua sibukji. Jadi
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molor laporan kadang. Padahal kalau koordinasi lancar, bisa cepat selesai semua proses."
(Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei 2025).

Hal serupa juga diungkapkan staf administrasi yang menyebutkan, "Kadang petugas
loket nda lapor kalau ada perubahan data. Kita yang di admin jadinya salah input. Itu bisa
fatal kalau masuk laporan ke pusat." (Wawancara dengan AD, Kantor Imigrasi TPI
Makassar, 6 Mei 2025). Ini menunjukkan perlunya penguatan SOP komunikasi
antarbagian. Kesalahan pengisian data oleh pemohon juga menjadi salah satu sumber
kendala, yang jika tidak cepat ditangani dapat menyebabkan kekeliruan dalam pencatatan
dan laporan keuangan negara. Petugas menyampaikan bahwa mereka harus melakukan
konfirmasi ulang, bahkan kadang harus meminta pemohon membuat pernyataan ulang.
"Kita konfirmasi ulang langsung. Kadang juga suruh mi dia buat pernyataan baru atau
perbaiki lewat aplikasi. Tapi itu memakan waktu, apalagi kalau pemohon nda ngerti
teknologi." (Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei 2025).

Staf IT menambahkan, "Kalau dari sistem, kita bisa betulkan, tapi harus lewat
verifikasi berjenjang. Nda bisa sembarang ubah. Jadi ada waktu tunggu untuk dapat
persetujuan dari atasan.” (Wawancara dengan TI, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei
2025). Ketika volume permohonan meningkat, seperti saat musim haji atau libur panjang,
petugas menghadapi beban tambahan yang berdampak langsung pada akurasi dan
kecepatan pelaporan. "Waktu musim haji atau libur sekolah, membludak ki pemohon.
Tenagaji kurang, jadi keterlambatan semua, termasuk laporannya. Biasanya kita harus
lembur, apalagi akhir bulan." (Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6
Mei 2025).

Staf administrasi menyampaikan hal serupa, "Banyak sekali data masuk. Kalau nda
fokus, rawan salah input. Biasanya kita lembur sampai malammi. Sering juga nda sempat
diperiksa ulang satu-satu." (Wawancara dengan AD, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei
2025). Ini menandakan bahwa peningkatan SDM dan shift kerja tambahan menjadi penting
di masa padat layanan. Ketidaksesuaian nominal pembayaran menjadi tantangan tersendiri
dalam pelaporan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Seringkali penyebabnya adalah
kesalahan dalam memilih jenis layanan atau kode billing saat pengisian aplikasi. Petugas
menyampaikan, "Pernah mi. Biasanya karena salah pilih jenis layanan di aplikasi. Tapi
untung bisa dikoreksi lewat sistem kalau cepat diketahui. Kalau sudah telanjur diproses,
lebih rumit proses revisinya." (Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6

Mei 2025).
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Staf IT menambahkan, "Pernah, itu biasanya karena billing salah generate. Harus
di-reset lewat admin PNBP lalu dikirim ulang ke SIMKIM. Jadi sistem juga harus cepat
tanggap." (Wawancara dengan TI, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei 2025).
Permasalahan teknis lainnya termasuk gangguan server pusat, keterlambatan sinkronisasi
data dashboard, dan ketidakmampuan alat pendukung seperti scanner saat verifikasi.
"Kadang ada gangguan server pusat. Jadi SIMKIM nda bisa dipakai untuk validasi,
apalagi kalau jam sibuk. Kita harus tunggu sampai sistem normal kembali." (Wawancara
dengan TI, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei 2025). Dalam kondisi seperti itu, seluruh
proses bisa tertunda dan berdampak langsung pada rekapitulasi laporan akhir bulan. Pihak
pimpinan dari Ditjen Keimigrasian juga mengakui bahwa tantangan utama di banyak kantor
imigrasi termasuk Makassar berasal dari sistem jaringan dan kesiapan SDM.

"Utamanya di sistem dan SDM. Ada kantor daerah yang belum siap dari segi
jaringan dan pelatihan staf. Kita terus evaluasi dan tingkatkan infrastruktur serta
bimbingan teknis." (Wawancara dengan PJ, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei 2025).
Hal ini membuktikan bahwa kendala bersifat struktural dan perlu perbaikan menyeluruh
pada sisi kebijakan maupun teknis. Kendala dalam proses verifikasi dan wawancara pun
dapat mengganggu ritme pencatatan apabila dokumen yang diajukan tidak valid. "Ada ji.
Terutama kalau pemohon nda jujur atau dokumennya palsu. Kita jadi lama prosesnya
karena harus cek ulang. Ini bisa bikin tertunda semua proses pelaporan karena satu
kasus." (Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei 2025).

Pimpinan turut mengakui hal ini, "Ada ji, apalagi kalau petugas baru, belum terlatih
betul. Makanya kita terus latih dan evaluasi berkala supaya semua paham SOP dengan
baik.” (Wawancara dengan PJ, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 6 Mei 2025). Maka dari itu,
pelatihan reguler menjadi bagian penting dari solusi atas permasalahan ini. Meskipun
sistem digital sudah terintegrasi dengan pusat, pelaporan dari daerah kadang tetap lambat
masuk akibat input manual atau kendala teknis. "Semua harus via SIMPONI dan terhubung
ke pusat. Tapi ada mi kadang input manual dari daerah yang lambat masuk. Makanya kita
dorong terus digitalisasi penuh.” (Wawancara dengan PJ, Kantor Imigrasi TPI Makassar,
6 Mei 2025). Ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital belum sepenuhnya
menyelesaikan masalah jika tidak disertai dengan peningkatan kapasitas SDM,
infrastruktur jaringan, dan ketegasan prosedural dalam pelaporan.

Efektivitas dan Peran Teknologi dalam Pelaporan Penerimaan Negara
Penggunaan teknologi dalam pelaporan penerimaan negara di Kantor Imigrasi Kelas

I Khusus TPI Makassar dinilai sangat efektif oleh petugas, terutama dalam hal efisiensi
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pencatatan dan kecepatan pengiriman data ke pusat. Petugas Imigrasi menjelaskan bahwa
proses input data dari loket pelayanan kini langsung masuk ke sistem pusat tanpa perlu
pengolahan manual seperti sebelumnya. "Alhamdulillah, sejauh ini efektifji. Kita bisa
langsung input data dari pelayanan dan masuk otomatis ke sistem pusat. Jadi nda usah
lagi pakai buku rekap seperti dulu, semua langsung terekam di sistem digital." (Wawancara
dengan IM, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 7 Mei 2025). Hal ini memperlihatkan
pergeseran signifikan dari sistem manual menuju digital yang mempercepat pelaporan
keuangan negara. Teknologi juga berperan besar dalam menjaga akuntabilitas dan
transparansi. Sistem SIMPONI dan SIMKIM yang digunakan secara nasional
memungkinkan kontrol ketat terhadap setiap transaksi yang terjadi. Petugas menyatakan,
"Dengan sistem kayak SIMPONI sama SIMKIM, nda bisa mi main-main, semua tercatat.
Bos-bos di pusat bisa lihat juga itu data. Jadi kita sebagai petugas lebih hati-hati karena
semuanya bisa dilacak kapan saja.”" (Wawancara dengan IM, Kantor Imigrasi TPI
Makassar, 7 Mei 2025).

Ini menandakan bahwa digitalisasi bukan hanya soal kemudahan, tetapi juga sistem
pengawasan yang mengikat dan memperkuat tata kelola keuangan negara. Namun
demikian, tantangan teknis tetap muncul dalam pelaksanaan sistem ini. Masalah jaringan
yang lambat dan server pusat yang sedang pemeliharaan sering menyebabkan
keterlambatan pelaporan. Petugas menjelaskan, "Kadang jaringan lelet, apalagi pas rame
pengunjung. Sama juga kalau server pusat maintenance, kita tunggu-tunggu lama. Jadinya
penginputan tertunda, padahal datanya sudah siap dari loket.” (Wawancara dengan IM,
Kantor Imigrasi TPI Makassar, 7 Mei 2025).

Ini menunjukkan bahwa efektivitas teknologi tetap sangat bergantung pada stabilitas
infrastruktur jaringan yang mendukungnya. Dalam hal integrasi data pembayaran dan
pelaporan, teknologi berfungsi secara otomatis untuk mencatat seluruh transaksi yang
terjadi. Ketika pembayaran dilakukan, sistem langsung menghasilkan kode billing dan
menginput data ke server pusat. Petugas menyatakan, "Kalau sudah bayar, langsung
generate kode billing-nya. Itu langsung terbaca mi di sistem pelaporan kami. Nda usah
lagi ketik-ketik ulang karena semua langsung sinkron.” (Wawancara dengan IM, Kantor
Imigrasi TPI Makassar, 7 Mei 2025).

Integrasi ini menghindari kesalahan input manual dan mempercepat rekapitulasi data
PNBP. Staf administrasi juga mengakui bahwa sistem digital memudahkan dalam
pelacakan dokumen dan pengelolaan arsip. Bahkan audit internal dan eksternal bisa

dilakukan lebih cepat karena data sudah tersedia dalam dashboard. "Mudahji, semua
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terekam. Kita bisa lihat historinya dari dashboard, tinggal filter tanggal atau nama. Kalau
BPK datang, tinggal disiapkan semua data di layar, nda perlu bongkar map satu-satu lagi."
(Wawancara dengan AD, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 7 Mei 2025).

Kemudahan ini meningkatkan efisiensi kerja staf dan mempercepat proses
pengawasan pihak luar. Sistem digital yang digunakan juga mampu mendeteksi anomali
atau potensi penyimpangan data. Teknisi menjelaskan bahwa sistem secara otomatis
mengeluarkan peringatan jika terjadi transaksi ganjil, misalnya nominal pembayaran yang
tidak sesuai atau data ganda. "Kalau nominal nda sesuai atau billing dobel, muncul di log
error. Kita langsung verifikasi manual. Kalau ternyata ada kesalahan, kita lapor ke pusat
untuk dibetulkan sebelum masuk ke laporan bulanan.” (Wawancara dengan TI, Kantor
Imigrasi TPI Makassar, 7 Mei 2025). Ini menunjukkan bahwa sistem berfungsi sebagai alat
kontrol internal yang membantu menjaga integritas data. Dari sisi keamanan data, sistem
SIMKIM dan SIMPONI telah dilengkapi dengan enkripsi serta fitur backup otomatis setiap
hari. Teknisi menyampaikan, "Amanji. Sistem sudah enkripsi. Backup juga tiap malam
otomatis. Jadi kalau ada gangguan atau mati lampu, data tetap bisa dipulihkan."
(Wawancara dengan TI, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 7 Mei 2025).

Dengan sistem keamanan yang ketat, data keuangan negara dari layanan imigrasi
terlindungi dengan baik dari risiko kehilangan atau manipulasi. Pihak pimpinan Ditjen
Keimigrasian juga menegaskan bahwa digitalisasi adalah kebijakan strategis nasional yang
diterapkan di seluruh kantor imigrasi. Pusat tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga
secara aktif melakukan audit dan pembaruan sistem. "Kita arahkan semua kantor wajib
pake sistem online. Transparan mi, nda bisa mi sembunyikan angka. Tiap tiga bulan
minimal ada audit kinerja sistem, trus dinilai efektivitasnya oleh tim pusat.” (Wawancara
dengan PJ, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 7 Mei 2025).

Ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi diimbangi dengan pengawasan yang
sistematis dan berkelanjutan. Sistem pelaporan juga mendukung transparansi akses oleh
lembaga eksternal seperti BPK dan Inspektorat. Bahkan sebagian data dibuka untuk publik
dalam batas tertentu. "Kita buka akses ke BPK, Inspektorat, dan bahkan publik (dalam
batas tertentu). Transparansi itu wajibji. Sistem ini bikin semua bisa dipantau tanpa perlu
datang langsung ke kantor.” (Wawancara dengan PJ, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 7 Mei
2025).

Hal ini memperkuat komitmen pemerintah terhadap prinsip akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan publik. Pengembangan teknologi terus dilakukan, termasuk uji coba

fitur QR tracking dan notifikasi real-time ke HP pemohon. Teknisi menyebutkan, "Kita
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mau integrasikan notifikasi ke HP pemohon dan QR tracking. Sudah diuji coba awal tahun.
Ini supaya pemohon lebih mudah pantau prosesnya dan kita juga terbantu dalam
pelayanan.” (Wawancara dengan TI, Kantor Imigrasi TPI Makassar, 7 Mei 2025). Fitur ini
akan semakin meningkatkan transparansi layanan dan memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap sistem digital imigrasi.

Pembahasan (Analisis dan Interpretasi)
e Proses Penerimaan Negara dari Layanan Pembuatan Paspor dan Visa

Proses penerimaan negara dari layanan keimigrasian yang dilakukan di Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus TPI Makassar menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas publik
sebagaimana dijelaskan oleh Romzek dan Dubnick dalam (Overman & Schillemans, 2022),
yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk melaksanakan kewenangan secara
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan otoritas pengawas. Hal ini
tampak dari mekanisme pencatatan penerimaan negara melalui sistem SIMPONI dan
SIMKIM yang langsung terkoneksi ke Kementerian Keuangan. Sistem ini meminimalisir
intervensi manual, sekaligus memungkinkan proses pengawasan yang real-time. Dengan
penggunaan sistem digital, setiap transaksi tercatat otomatis dan bisa langsung dipantau oleh
pejabat pusat, yang merupakan bentuk kontrol vertikal dalam kerangka akuntabilitas
birokrasi.

Penerapan digitalisasi yang dimulai dari aplikasi M-Paspor untuk registrasi awal
hingga proses pembayaran melalui SIMPONI menggambarkan bahwa Kantor Imigrasi
Makassar telah mengimplementasikan unsur utama dalam teori Sistem Informasi Manajemen
(SIM), yakni integrasi antara proses administratif, teknologi informasi, dan pengambilan
keputusan. Laudon & Laudon dalam (Sabry, 2021) menyatakan bahwa sistem informasi
manajemen yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan
guna menunjang fungsi manajerial. Dalam konteks ini, data yang diinput dari loket langsung
masuk ke sistem pusat, memudahkan pimpinan dalam membuat laporan, menyusun evaluasi,
dan mengambil kebijakan yang berbasis data aktual.

Prosedur verifikasi data dan wawancara menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah
berbasis digital, unsur manusiawi tetap diperlukan untuk menjamin validitas dokumen dan
mencegah penyalahgunaan layanan. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada masih bersifat
semi-terotomatis, di mana teknologi berfungsi sebagai pendukung utama namun tetap
memerlukan kehadiran manusia sebagai pengendali kualitas. Dalam teori sistem informasi,

hal ini mencerminkan peran penting dari komponen human resources sebagai bagian yang
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tak terpisahkan dari efektivitas sistem. Keputusan akhir untuk meloloskan pemohon tetap
bergantung pada verifikasi manual, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencatatan
elektronik.

Dalam kerangka akuntabilitas prosedural, sistem koreksi data yang mewajibkan
laporan resmi dan keterlibatan bagian keuangan atau pusat menjadi mekanisme penting untuk
menjaga integritas proses. Adanya pencatatan aktivitas (log system) oleh tim I'T memperkuat
prinsip traceability yang menjadi pilar utama akuntabilitas dalam pengelolaan data keuangan
negara. Menurut Bovens dalam (Dos Santos & Lopes, 2025), sistem akuntabel harus
memungkinkan terjadinya pelacakan tanggung jawab secara jelas bila terjadi kesalahan atau
penyimpangan. Di sini, mekanisme rollback melalui panel admin hanya dapat dilakukan
setelah melalui laporan resmi, sehingga menghindari manipulasi tanpa jejak.

Pendekatan petugas yang tidak serta-merta menolak pemohon yang tidak lengkap dari
sisi edukasi public, melainkan memberikan arahan, adalah bentuk dari akuntabilitas
responsif, yakni kepekaan institusi terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pengguna
layanan. Ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam pelayanan publik, di mana informasi
dan alasan keputusan administratif harus disampaikan secara terbuka kepada warga negara.
Dengan sistem pelayanan yang transparan dan digital, serta pendekatan edukatif oleh
petugas, Kantor Imigrasi TPI Makassar telah menciptakan lingkungan pelayanan yang
profesional, terbuka, dan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Digi Kiatama (2023), yang
menegaskan bahwa penggunaan sistem terintegrasi seperti SIMPONI dan SIMKIM telah
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan
negara bukan pajak (PNBP). Sistem ini memungkinkan pencatatan penerimaan secara
otomatis dan real-time, sehingga meminimalisir risiko human error dan manipulasi data, serta
memperkuat kontrol vertikal oleh otoritas pusat. Penelitian Christanto & Wijayanti (2023)
juga menemukan bahwa digitalisasi tidak menghilangkan peran penting unsur manusia,
terutama dalam proses verifikasi data dan wawancara, yang tetap diperlukan untuk menjamin
validitas dokumen dan mencegah penyalahgunaan layanan.

Kendala dalam Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Negara

Kendala utama yang dihadapi dalam pencatatan dan pelaporan penerimaan negara di
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar menunjukkan bahwa penerapan sistem
informasi manajemen belum sepenuhnya optimal dari segi infrastruktur. Ketidakstabilan
sistem seperti sulitnya login, error sistem saat jam sibuk, hingga gangguan server pusat

menjadi indikasi bahwa kapasitas sistem dan bandwidth belum disesuaikan dengan beban
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kerja aktual. Dalam konteks teori Sistem Informasi Manajemen (SIM), menurut McLeod &
Schell dalam (Fakhimuddin et al., 2021), sistem informasi seharusnya dirancang agar mampu
memproses data secara efisien, fleksibel, dan dapat diandalkan, terutama saat volume
pekerjaan meningkat. Kegagalan sistem ini mengganggu ketepatan waktu pelaporan yang
merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas administratif.

Masalah ketidaksinkronan data antar sistem, seperti SIMKIM dan SIMPONI, serta
koordinasi antarbagian internal yang kurang efektif, menghambat proses rekapitulasi dan
pelaporan penerimaan negara. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam integrasi sistem dan
SOP komunikasi lintas unit. Teori akuntabilitas mengharuskan setiap pelaksana layanan
publik dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara transparan dan koheren.
Namun bila data tidak sinkron dan koordinasi lemah, maka akurasi laporan menjadi
dipertanyakan. Sesuai dengan prinsip control quality dalam SIM, sistem harus mampu
menyediakan data yang konsisten, real-time, dan dapat diverifikasi antar unit kerja.

Kendala lainnya adalah kesalahan input data dari pemohon dan keterbatasan
pemahaman teknologi dari masyarakat, yang berdampak pada penundaan dan kebutuhan
koreksi berjenjang dalam sistem. Hal ini memperlihatkan bahwa selain sistem, faktor
manusia (user) dalam teori SIM juga memiliki peran krusial. Sistem sebaik apa pun tetap
memerlukan kapasitas pengguna yang paham prosedur teknis. Dalam kerangka akuntabilitas,
proses koreksi yang memerlukan persetujuan resmi dari atasan mencerminkan prosedur yang
sudah mengakomodasi prinsip akuntabilitas formal. Namun, efektivitasnya sangat tergantung
pada kecepatan respons, yang saat ini masih terhambat oleh keterbatasan jumlah SDM teknis
seperti staf IT.

Volume kerja tinggi saat musim puncak layanan, seperti menjelang musim haji dan
libur panjang, turut menjadi tantangan serius. Beban kerja yang tinggi tanpa penyesuaian
personel menyebabkan keterlambatan pelaporan dan potensi kesalahan input. Hal ini
menandakan bahwa perencanaan beban kerja belum sepenuhnya berbasis data. Dalam teori
sistem informasi manajemen, ini berkaitan dengan sistem pendukung keputusan (decision
support system/DSS), yang seharusnya dapat memproyeksikan kebutuhan sumber daya
berdasarkan tren volume permohonan. Dari sisi akuntabilitas, minimnya kesiapan dalam
menghadapi lonjakan menunjukkan perlunya peningkatan dalam perencanaan manajemen
risiko dan alokasi sumber daya manusia.

Terakhir, kendala struktural seperti ketimpangan kesiapan antarwilayah, keterbatasan
pelatihan petugas baru, serta masih adanya proses input manual dari daerah menjadi catatan

penting. Kendala ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya merata,
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baik dari sisi infrastruktur maupun kompetensi SDM. Dalam teori akuntabilitas institusional,
kondisi ini menuntut pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi pembinaan dan
pengawasan yang lebih intensif. Sementara dari perspektif sistem informasi manajemen,
dibutuhkan enterprise-wide system yang terstandar di seluruh unit kerja. Oleh karena itu,
pemenuhan standar teknis dan pelatihan rutin menjadi syarat mutlak agar sistem digital tidak
hanya sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi alat bantu pelaporan yang akurat,
responsif, dan akuntabel.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kayla et al. (2024) yang
menemukan bahwa kendala utama dalam pencatatan dan pelaporan penerimaan negara
berasal dari kecepatan akses sistem yang belum optimal, seringnya terjadi error atau hang
pada komputer, hingga gangguan jaringan yang menyebabkan keterlambatan proses input
data dan pelaporan. Penelitian F. A. Nugroho et al. (2022) yang menegaskan bahwa
keberhasilan sistem informasi manajemen tidak hanya bergantung pada kecanggihan
teknologi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, serta integrasi sistem
yang baik antar unit kerja.

Efektivitas dan Peran Teknologi dalam Pelaporan Penerimaan Negara

Efektivitas teknologi dalam pelaporan penerimaan negara di Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus TPI Makassar dapat dianalisis melalui kacamata teori Sistem Informasi Manajemen
(SIM) yang menekankan pentingnya integrasi sistem untuk mendukung pengambilan
keputusan berbasis data. Penggunaan aplikasi SIMKIM dan SIMPONI secara langsung telah
menggantikan sistem manual, memungkinkan proses input data secara otomatis dari loket ke
sistem pusat. Hal ini sejalan dengan fungsi sistem informasi menurut Laudon & Laudon
dalam (Ahyani & Dhuhani, 2024), yaitu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan
mendistribusikan informasi guna mendukung efisiensi operasional. Perubahan dari
pencatatan manual ke digital juga mencerminkan transformasi organisasi yang adaptif
terhadap kemajuan teknologi.

Dari perspektif teori akuntabilitas, sistem digital yang digunakan seperti SIMPONI dan
SIMKIM secara nyata meningkatkan akuntabilitas horizontal dan vertikal. Semua transaksi
tercatat otomatis, dapat dilacak secara real-time, dan diawasi oleh pihak internal maupun
eksternal. Seperti dijelaskan oleh Bovens dalam (Nurhikmah & Sisdianto, 2024),
akuntabilitas dalam sektor publik mencakup kewajiban memberikan laporan, menjelaskan,
dan menghadapi konsekuensi atas hasil tindakan. Petugas menjadi lebih berhati-hati dalam
melakukan input data karena semua dapat dipantau oleh pimpinan pusat. Ini menciptakan

sistem pelaporan yang tidak hanya cepat, tetapi juga transparan dan bertanggung jawab.
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Namun demikian, efektivitas teknologi sangat tergantung pada infrastruktur teknis
yang menopangnya, terutama kestabilan jaringan dan kapasitas server. Masih ditemukannya
kendala seperti server maintenance dan keterlambatan sinkronisasi menunjukkan bahwa
efektivitas sistem informasi manajemen belum mencapai titik optimal. Dalam konteks ini,
McLeod & Schell dalam (Harefa et al.,, 2024) menekankan bahwa sistem yang efektif
memerlukan reliabilitas jaringan dan dukungan teknis berkelanjutan agar proses pelayanan
publik tidak terganggu. Dengan demikian, peningkatan hardware, bandwidth, serta jumlah
tenaga IT menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung kelangsungan sistem digital.

Kemampuan sistem dalam mendeteksi anomali, menyediakan arsip digital, dan
menyajikan data siap audit menunjukkan bahwa sistem informasi yang diterapkan telah
mendukung pengawasan dan pengendalian internal dengan baik. Hal ini penting dalam
perspektif akuntabilitas teknis, di mana sistem tidak hanya mencatat data, tetapi juga
memberi sinyal dini terhadap potensi penyimpangan seperti kesalahan nominal atau data
ganda. Validasi otomatis dan log sistem menjadi alat penting dalam menjamin integritas
informasi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap keandalan
pelayanan keimigrasian.

Pengembangan sistem melalui fitur notifikasi real-time dan QR tracking menegaskan
bahwa Kantor Imigrasi telah mengadopsi prinsip continuous improvement dalam teori SIM.
Peningkatan ini tidak hanya bertujuan efisiensi internal, tetapi juga memberi akses transparan
kepada pengguna layanan secara langsung. Di sisi lain, langkah ini memperkuat akuntabilitas
partisipatif, di mana pemohon dapat memantau status dokumennya secara mandiri, sehingga
mempersempit ruang keluhan dan meningkatkan kepuasan publik. Sinergi antara teknologi
dan tata kelola publik yang responsif ini menjadi fondasi penting dalam modernisasi birokrasi
imigrasi berbasis data dan akuntabilitas.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moridu & Fitriani (2021) yang
menegaskan bahwa integrasi sistem informasi manajemen keimigrasian telah meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pelaporan penerimaan negara.
Penelitian Mohammad Rizal Syahroni, Ghea Sabilah Paramitha (2021) menunjukkan bahwa
penggunaan SIMKIM secara signifikan mempercepat proses pelayanan dan pelaporan,
meningkatkan kepuasan publik, serta memperkuat akuntabilitas baik secara horizontal

maupun vertikal.
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5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, proses penerimaan negara dari layanan pembuatan paspor
dan visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan regulasi yang berlaku. Seluruh tahapan layanan, mulai dari pendaftaran online,
verifikasi dokumen, wawancara, hingga pembayaran PNBP dilakukan melalui sistem digital
seperti SIMPONI dan SIMKIM yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan. Sistem ini
memungkinkan transaksi tercatat secara otomatis dan real-time, sehingga mendorong
akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan penerimaan negara. Namun demikian, petugas
masih menghadapi kendala seperti gangguan teknis sistem, ketidaksinkronan data antar
aplikasi, kurangnya literasi masyarakat dalam pengisian data, serta beban kerja yang meningkat

pada masa padat layanan.
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